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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia bertanggung jawab penuh untuk 

menjaga dan melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh 

wilayahmya,dengan mangsud memberikan perlindungan bagi kehidupan 

dan mata pencarian masyarakat demi mencapai kesejahteraan Bersama 

yang di dasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pasal IV Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk 

melindungi seluruh bangsa dan seluruh rakyatnya, meningkatkan 

kesejahteraan umum, mengembangkan pendidikan nasional, dan 

berkontribusi dalam pembentukan tatanan dunia yang didasarkan pada 

kebebasan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
1
 

Republik Indonesia (NKRI) terletak di dalam Cincin Api Pasifik, 

sebuah wilayah yang terkenal karena aktivitas tektoniknya yang intens. 

Kondisi geografis ini membuat negara ini sangat rentan terhadap berbagai 

bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. 

Kerentanan ini semakin parah karena Indonesia mengalami dua musim 

iklim utama: musim kemarau dan musim hujan. Setiap musim membawa 

risiko bencana tersendiri: musim kemarau meningkatkan kemungkinan 

                                                             
1 Penjelasan umum  ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.24 TAHUN 2007 

TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 
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kekeringan dan kebakaran hutan, sedangkan musim hujan secara 

signifikan meningkatkan risiko banjir, longsor, dan tornado.
2
 

Di Indonesia, perencanaan manajemen bencana diatur oleh UU 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang 

mencerminkan strategi nasional yang terstruktur dan jelas. Secara khusus, 

Pasal 1 ayat (5) undang-undang ini mendefinisikan pengelolaan bencana 

sebagai rangkaian tindakan terpadu yang mencakup penyusunan kebijakan 

pembangunan yang mengatasi risiko bencana, serta langkah-langkah 

pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pengelolaan bencana mencakup perspektif holistik yang 

melampaui tanggap darurat terhadap bahaya alam, hal ini juga mencakup 

pencegahan proaktif, pemulihan pasca-bencana, dan upaya rehabilitasi 

jangka panjang yang bertujuan untuk melindungi komunitas dan 

pemangku kepentingan lainnya.
3
 

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan 

manajemen bencana. Seperti yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU 24 

Tahun 2007, pemerintah diwajibkan untuk memastikan perlindungan 

masyarakat terhadap dampak buruk bencana.
4
 Oleh karena itu, pemerintah 

sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden atau rangkaian insiden yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian 

masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, fenomena non-alam, 

                                                             
2 Seprina Aulia Putri,‖ Pengelompokkan Daerah Rawan Bencana di Indonesia Menggunakan 

Metode Clustering K-Means‖, Jupiter:Publikasi Ilmu Keteknikan Industri,Teknik Elektrodan 

Informatika Volume. 3, No. 1, 2025, Hal 09-16 
3 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana 
4 Pasal 6 ayat 2 Undang undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
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maupun tindakan manusia, terutama jika peristiwa tersebut mengakibatkan 

korban jiwa.
5
 

Pemerintah memainkan peran sentral dalam merumuskan strategi 

pengelolaan bencana alam, sebagaimana diatur dalam UU 24 Tahun 2007. 

Peraturan ini mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif 

yang berfokus pada tanggap darurat menjadi pendekatan proaktif dan 

antisipatif yang berorientasi pada mitigasi bencana. Intisari dari 

transformasi ini adalah integrasi analisis risiko ke dalam proses 

perencanaan. Di antara komponen utama pengelolaan bencana yang 

terstruktur adalah implementasi langkah-langkah konkret yang bertujuan 

untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Oleh sebab itu, UU 24 

Tahun 2007 menyoroti perubahan paradigma dalam tata kelola bencana di 

Indonesia, dengan memprioritaskan pencegahan dan mitigasi sebagai pilar 

utama manajemen risiko yang efektif.
6
 

Mengingat tingginya kerentanan Indonesia terhadap bencana, 

langkah-langkah mitigasi yang efektif sangat mendesak. Berdasarkan 

Pasal 1 Ayat 6 PP 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, 

mitigasi bencana merujuk pada serangkaian inisiatif yang dirancang untuk 

mengurangi risiko bencana, mencakup pembangunan infrastruktur fisik 

yang tangguh serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui 

program pendidikan dan pengembangan kapasitas. Upaya ini bertujuan 

                                                             
5 Idris abas,‖ Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon Persepektif Undang-Undang Nomer 

24 tahun 2007 ‖, Volume 3 No.1 2022 
6 Arif Maulana, Ali Rahman, Nur Afti Aulia, AlqadriNur, Muhammad Firmansyah,Bambang Ady 

Gunawan,"Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan 

Mitigasi Berbasis Kearifan local",Collegium Studiosum Journal Vol. 7 NO. 2, DESEMBER 2024. 
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untuk memfasilitasi respons yang cepat dan tepat saat bencana terjadi. 

Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan penguatan strategi mitigasi 

sambil sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 

tentang risiko bencana.
7
 

Pemerintah juga menganggap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai 

komponen penting dalam manajemen bencana, yang memerlukan evaluasi 

menyeluruh terhadap kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dari segi fisik 

maupun kemanusiaan
8
. Hal ini,dicapai melalui pembentukan lembaga 

khusus penanggulangan bencana yang bertugas mengoordinasikan upaya 

penanggulangan bencana alam, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 

Tahun 2008, serta program-program khusus yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas institusional di sektor ini. Akibatnya, lembaga 

tersebut memainkan peran strategis dalam perencanaan responsif yang 

mencakup persiapan pra-bencana, tanggap darurat selama bencana, dan 

fase implementasi pasca-bencana. Kerangka kerja ini lebih lanjut diperkuat 

oleh PP 23 Tahun 2008, yang mengatur keterlibatan organisasi 

internasional dan entitas non-pemerintah asing dalam inisiatif pengelolaan 

bencana.
9
 

Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan, diakui sebagai 

negara konstitusional di mana prinsip konstitusionalisme mengharuskan 

bahwa semua undang-undang dan peraturan, termasuk yang diterbitkan di 

                                                             
7 Sri Nawang Wulan, Andi Febri Herawati, Rizqy Alfiyaty,‖ Manajemen Komunikasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten 

Tolitoli‖, Jurnal Sosial dan Humaniora 2024 
8
 https://bpbd.jogjakota.go.id/ di akses 4 November 2025  

9 Elemen Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, Jurnal Ilmu 

AdministrasiVolume 15, Nomor 1, Januari 2024 

https://bpbd.jogjakota.go.id/
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tingkat regional, disusun untuk menjaga dan mewujudkan prinsip-prinsip 

dasar konstitusionalisme itu sendiri. Akibatnya, setiap aspek tata kelola 

dan kelangsungan masyarakat didasarkan pada prinsip hukum, mencakup 

baik administrasi pemerintahan maupun penyediaan layanan publik.
10

 

Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah sistem pemerintahan 

di mana wewenang tertinggi diserahkan kepada satu lembaga legislatif 

nasional atau pusat.
11

 Sebagai negara kesatuan, Indonesia menempatkan 

pemerintah pusat sebagai pemegang kebijakan dan penanggung jawab 

utama. Dalam menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, 

pemerintah pusat telah mengalihkan sebagian kewenangan kepada 

pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah tersebut memiliki 

kewenangan mandiri untuk mengelola wilayah masing-masing sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk 

mendukung pemerintah pusat dalam melaksanakan tanggung jawabnya di 

tingkat lokal.
12

 

 Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah, yaitu 

memberdayakan daerah untuk memanfaatkan potensi uniknya demi 

kemajuan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan 

bertindak sebagai pelaksana utama, menjalankan kewenangan otonomi 

penuh di wilayahnya. Menurut Pasal 18 ayat  6 UUD 1945, Pemerintah 

                                                             
10 Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan, Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah 

Dengan Mekanisme Konsultasi Publik,  Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei 
11 Enggarani, N. S., SH, M., Arief Budiono, S. H., Farid, A. M., & SH, M. (2025). Hukum 

Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan. Muhammadiyah University Press. Hal 2 
12 Mohamad Guntoro,‖ Desentralisasi Otonomi daerah‖ Jurnal 10.47685/cendekia-jaya..184- 
Cendikia Jaya, 2021/07/31 
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daerah berwenang menetapkan perda serta regulasi pendukung lainya guna 

melaksanakan  otionomi dan tugas pembantuan, dengan ini regulasi 

regulasi di buat dengan tujuan pokok untuk menyediakan pelayanan publik 

serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.oleh karna itu, di 

harapakan sistem pemerintahan dapat berfungsi secara optimal melalui 

keterlibatan partisipasi masyarakat.
13

 

Kabupaten Grobogan sendiri adalah daerah rawan bencana yang 

berupa banjir dan tanah langsor secara topografi kabupaten grobogan  

merupakan dataran rendah berupa cekungan yang di apit oleh 

penggunungan kapur di sebelah utara dan pegunungan kendang di sebelah 

Selatan.
14

 Kabupaten grobogan juga mempunyai 2 aliran Sungai besar 

yang memberikan  Masalah banjir yang terus melanda setiap tahunya 

ketika musim penghujan datang dengan curah hujan tinggi serta di 

tambahnya meluapnya 2 sungai yaitu Sungai lusi dan Sungai tuntang. Oleh 

karna itu pemerintah harus hadir dalam mengatasi  penanganan yang tepat 

ketika dalam keadaan darurat bencana. 

Bulan maret tahun 2025 puncaknya, kabupaten Grobogan 

mengalami bencana alam yang sangat besar yaitu banjir dengan merendam  

113 desa di 6 kecamatan, dengan satu rumah warga rusak berat dan 

delapan lainya rusak ringan dan terendam air yang di sebabkan hujan deras 

cuaca ekstrim dan 4 tanggul jebol di karnakan debit air sungai lusi dan 

tuntang melebihi kapasitas tampung dengan meyebabkan banjir di 

                                                             
13

 Sutopo, Naskah akademis rancangan peraturan daerah kabupaten grobogan tentang jasa usaha, 

Jurnal of rural development volume II No.1 februari 2011, hal 3 
14 https://www.bnpb.go.id/ diakses pada, 1 oktober  2025  

https://www.bnpb.go.id/
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berbagai daerah. 
15

 masalah banjir yang terus melanda tiap tahunya tanpa 

adanya penanganan yang signifikan terkait masalah penanggulangan atau 

pencegahan bencana alam di kabupaten Grobogan dengan melihat 

penanangan yang di atur dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Menurut Perda No 8 Tahun 2015 ,pencegahan bencana 

didefinisikan secara jelas dalam pasal 1 ayat 13 sebagai rangkaian kegitan 

yang di lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko 

terjadinya bencana.
16

 Kententuan ini menekankan pendekatan preventif 

,termasuk perencanaan,pemantauan,dan intervensi dini oleh pemerintah 

daerah berseta lembaga terkait. Selain itu,pasal 1 ayat 13 memperkuat 

konsep penanganan penaggulangan bencana secara keseluruhan,di mana 

pencegahan menjadi fondasi utama untuk melindungi masyarakat dari 

dampak bencana. Dengan demikian mengharuskan pemerintah kabupaten 

Grobogan dan lembaga terkait untuk secara aktif melaksanakan program 

pencegahan bencana,seperti Pembangunan infrastuktur pengendali banjir, 

edukasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga terkait, guna 

memastikan kebijakan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proktif.
17

 

 Perda 8 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 12, mendefinisikan 

Penanggulangan Bencana sebagai serangkaian tindakan yang mencakup 

penyusunan kebijakan pembangunan yang mengatasi risiko bencana, 

                                                             
15 https://www.bnpb.go.id/ diakses pada 1 oktober 2025 
16

 Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah kabupaten Grobogan No.8  Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
17

 Dokumen resmi Perda Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten 

Grobogan. 

https://www.bnpb.go.id/
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pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, tanggap darurat, dan upaya 

rehabilitasi. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam peraturan daerah tentang pengelolaan bencana, 

dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan dan ketahanan 

masyarakat dalam konteks pengelolaan bencana di Kabupaten Grobogan.
18

 

Maka berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas, 

Penulis teratarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian karya ilmiah 

yang akan di tuangkan dalam skripsinya dengan judul ― 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2015 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN 

B. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang diuraikan di bawah ini menjadi dasar dari studi 

ini, yang didasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana  di kabupaten 

Grobogan ? 

2. Apa saja Faktor penghambat dan upaya strategis dalam 

mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 

Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten 

Grobogan? 

 

 
                                                             
18 Pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah kabupaten Grobogan No 8 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana  
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan adanya permasalah yang kaji oleh penilis maka 

penelitian skripsi ini mempunyai tujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis dan memahami serta  mendeskripsikan  secara 

mendalam bagaimana Implementasi kebijakan berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor-faktor 

penghambat dan upaya strategis dalam mengoptimalkan 

implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Grobogan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dilakukan untuk memenuhi kepentingan teoretis dan praktis bagi 

penulis, lembaga, dan masyarakat, penelitian ini berfokus pada tujuan-

tujuan berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi 

komunitas ilmiah yang lebih luas, dengan makna khusus bagi kajian 

hukum, khususnya terkait dengan penegakan Peraturan Daerah 8 

Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
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2. Manfaat  secara praktis 

a. Bagi pemerintah Kabupaten Grobogan  

Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

konstruktif untuk mengoptimalkan serta menyempurnakan strategi 

implementasi kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten 

grobogan. 

b. Bagi masyarakat  

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai peran 

pemerintah dan bagaimana kebijakan penanggulangan bencana di 

jalankan serta dapat memengetahui dan memahami  ilmu dan wawasan  

bagaimana Implementasi Perda Nomor 8 tahun 2015 di kabupaten 

grobogan. 

c. Bagi BPBD kabupaten Grobogan 

Memberikan rekomendasi Strategis yang dapat di gunakan untuk 

memperbaiki prosedur oprasional, meningkatkan koordinasi 

antarlembaga dan mengatasi kendala-kendala yang di hadapi di 

lapangan. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar1.1 Kerangka Pemikiran 

 Berlandaskan UU 24 Tahun 2007, kerangka kerja ini menetapkan 

bahwa pemerintah memikul tanggung jawab utama dalam pengawasan 

bencana, mencakup fase pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Untuk mengimplementasikan mandat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 

21 memberikan pedoman prosedural spesifik, sementara Perda 

Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 menyesuaikan standar 

nasional tersebut dengan konteks lokal, menjelaskan pelaksanaan 

pengelolaan bencana di tingkat kabupaten. 

Melengkapi struktur hukum ini, KBBI mendefinisikan ―kebijakan‖ 

sebagai kumpulan konsep dan prinsip dasar yang menggambarkan 

strategi untuk melaksanakan tugas, kepemimpinan, dan langkah-langkah 
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dalam pemerintahan atau organisasi. Pada dasarnya, kebijakan berfungsi 

sebagai panduan deklaratif mengenai idealisme, tujuan, dan niat yang 

dirancang untuk mengarahkan upaya manajemen menuju pencapaian 

tujuan spesifik.
19

 

Kebijakan tercermin dalam spektrum hierarkis instrumen hukum, 

mulai dari Konstitusi (UUD) dan Program Pembangunan Nasional hingga 

Undang-Undang (UU) dan Rencana Pembangunan Daerah. Klasifikasi ini 

bersifat skalabel: sebagaimana Undang-Undang merupakan kebijakan, 

demikian pula Peraturan Pemerintah (PP). Dengan demikian, logika ini 

mencakup Keputusan Menteri (Kepmen) dan peraturan tingkat bawah 

lainnya, yang semuanya berfungsi sebagai arahan kebijakan formal dalam 

lingkup masing-masing.
20

 

F. Metode Penelitian 

Pemilihan metodologi penelitian sangat penting, karena berperan 

sebagai faktor penentu utama dalam menilai apakah tujuan yang telah 

ditetapkan oleh penulis telah tercapai dengan sukses. Jika metode yang di 

gunakan dalam penelitian tepat dan benar maka penelitiuan tersebut akan 

mudah di pertanggungjawabkan oleh penulis.Metode penelitian adalah 

suatu kegiatan yang ilmiah yang di landaskan atau di dasarkan pada suatu 

cara dan pemikiran tertentu yang mana dalam hal ini mempunyai tujuan 

tercapai dari suatu tujuan yang di inginkan seperti mempelajari macam 

gejala hukum yang menggunakan sebuah metode analisis. 

                                                             
19

 https://kbbi.web.id/   diakses  pada 28 September 2025, 21: 00 WIB 
20

 Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan 

https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-

dikonversi.pdf  diakses pada 28 September 2025 pukul 20.40 WIB 

https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf
https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf
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Metode penelitian juga di artikan sebagai sebuah metode ilmiah 

yang di gunakan oleh peneliti yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang kemudian di olah dan di analisis secara 

ilmiah,serta menerapkan metode penelitian yang teapt dan benar yang 

mana di harapkan dari peneliti mampu menarik sebuah Kesimpulan 

terhadap apa yang di telitinya. Dalam pengelompokan metode penelitian 

kriteria akan di gunakan adalah Teknik dan juga prosedur penelitian, 

namun pengelompokan yang telah di susun harus berdasarkan prosedur 

dan Teknik saja. 

1) Metode Pendekatan  

 Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yuridis empiris, yang 

memungkinkan pengumpulan data lapangan secara langsung melalui 

survei, wawancara, dan metode observasi. Pendekatan ini menghasilkan 

wawasan yang sangat relevan dan akurat mengenai realitas praktik 

hukum.
21

 Yang  mana dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji 

ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan 

wawancara,berdiskusi yang di jadikan bahan hukum primer peneliti dalam 

penulisan pembahasan yang berguna menjawab permasalahan-

Permasalahan yang terjadi terkait Implementasi Peraturan Deaerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Penangulangan Bencana. 

 

                                                             
21 Sidi Ahyar Wiraguna, jurnal‖ Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi 

Eksploratif di Indonesia‖ Vol. 3, No. 3, November 2024 
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2) Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Seperti 

yang didefinisikan oleh Sugiono (2017), metodologi ini berfokus pada 

penggambaran dan penjabaran fenomena subjek yang diteliti, berdasarkan 

pada kondisi dan situasi spesifik yang ada selama periode pengumpulan 

data.
22

 Penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis yang konkret 

dan teliti terhadap data, khususnya untuk menggambarkan realitas 

kontekstual yang mengelilingi implementasi Perda Kabupaten Grobogan 

Nomor 8 Tahun 2015. 

3) Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah kabupaten Grobogan ( BPBD ) Jl.Dr. Sutomo No.4, Simpang 

Utara,Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa 

Tengah. 

4) Sumber  dan Jenis Data 

a) Data Primer  

Data Primer adalah data Yang di peroleh penulis secara langsung 

dengan persoalan persoalan yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu tentang 

Implementasi Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang penyelanggaran 

penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan berupa keterangan 

secara langsung dari lembaga terkait sebagai sumber Informasinya. Data 

                                                             
22

 Septiani, R. A. D., & Wardhana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit 

sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. Jurnal Perseda: Jurnal 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 5(2), 130-137. 
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ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang di lakukan oleh Peneliti 

dengan Lembaga terkait seperti Kantor BPBD Grobogan 

b) Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang di dapatkan oleh peneliti dari data 

secara tidak langsung, hal ini di karnakan data yang di dapatkan oleh 

peneliti berasal dari orang lain atau didapat melalui dokumen.Data 

sekunder juga Di peroleh dari berbagai sumber bahan kepustakaan seperti 

literstur, doktrin,peraturan perundang-undangan,tesis,desertasi, atau bisa 

juga hasil penelitian orang lain dalam bentuk laporan. Bahan Hukum 

sekunder berasal dari berbagai jenis sumber yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer  

Sumber hukum primer terdiri dari norma-norma yang berwenang 

dan mengikat serta instrumen hukum yang secara resmi ditetapkan 

oleh otoritas yang berwenang. Inti dari studi ini adalah Perda 

Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015, yang dilengkapi dengan 

peraturan pelaksana yang mengatur kebijakan pemerintah daerah. 

b. Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber interpretatif 

yang menjelaskan undang-undang utama, mencakup karya ilmiah 

yang relevan dengan penelitian ini. Data untuk studi ini diperoleh 

dari berbagai sumber akademik, termasuk monograf, jurnal yang 

direview oleh rekan sejawat, temuan penelitian, artikel yang 

diterbitkan, dan literatur lain yang membahas materi pokok yang 

menjadi fokus penelitian. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat referensi tambahan yang 

memberikan penjelasan dan arahan terkait sumber primer dan 

sekunder. Contohnya meliputi kamus otoritatif, seperti KBBI), dan 

ensiklopedia khusus yang relevan dengan isu-isu spesifik yang 

sedang diteliti. 

5) Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan dua strategi dalam 

pengumpulan data:  

a. Studi Lapangan 

Teknik ini berfokus pada pengumpulan data primer melalui 

wawancara langsung dengan para ahli yang memiliki pengetahuan 

khusus yang relevan dengan tema inti penelitian. 

b. Studi Kepustakaan  

Sebagai pelengkap studi lapangan, metode ini melibatkan analisis 

sistematis sumber sekunder, termasuk jurnal akademik dan buku. 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi esensial yang 

mendukung narasi penelitian, khususnya mengekstrak doktrin hukum, 

prinsip dasar, dan kerangka teoritis yang berasal dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier. 

6) Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja analitis kualitatif, suatu 

metodologi yang secara inheren tahan terhadap kuantifikasi tanpa 

melibatkan angka. Mengacu pada definisi Sugiyono,pendekatan ini 
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menyelidiki fenomena dalam lingkungan alaminya daripada 

lingkungan eksperimental yang terkontrol. Dalam paradigma ini, 

peneliti berperan sebagai alat utama, menggunakan triangulasi untuk 

pengumpulan data, dan mengadopsi proses penalaran induktif. 

Akibatnya, temuan-temuan ini memprioritaskan makna kontekstual 

yang mendalam daripada generalisasi statistik yang luas.
23

 Tujuan 

akhir analisis ini adalah untuk menjelaskan implementasi praktis 

Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015. 

G. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun menjadi empat bab yang terpisah, dirancang untuk 

membimbing pembaca melalui analisis komprehensif temuan penelitian:    

BAB 1 Pendahuluan 

Bagian pembuka ini menetapkan konteks dasar penelitian. Bab ini 

menjelaskan latar belakang, merumuskan pernyataan masalah, 

mendefinisikan tujuan dan signifikansi penelitian, menggambarkan 

pendekatan metodologis, serta memberikan gambaran umum tentang 

struktur skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 Di sini, penulis membangun kerangka konseptual yang esensial 

bagi penelitian. Bab ini secara kritis meninjau teori-teori yang ada dan 

karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik inti: implementasi 

Perda Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015. 

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan 

                                                             
23 Alaslan, Amtai. Metode penelitian kualitatif. No. smrbh. Center for Open Science, 2023. 



18 
 

 Bab inti ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh dari 

penelitian lapangan dan analisis data. Hasil-hasil tersebut diinterpretasikan 

dan dibahas secara langsung terkait dengan formulasi masalah, 

memberikan evaluasi rinci tentang bagaimana Perda 8 Tahun 2015 saat ini 

dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. 

BAB IV Kesimpulan Dan Saran 

 Bab terakhir ini menyintesis wawasan utama studi menjadi 

kesimpulan definitif. Berdasarkan temuan-temuan ini, penulis 

mengusulkan rekomendasi strategis yang bertujuan untuk mengatasi celah 

yang teridentifikasi dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk perbaikan 

kebijakan dan penerapan di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




